SALINAN

BUPATI BINTAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN BUPATI BINTAN
NOMOR 17 TAHUN 2016
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BINTAN NOMOR 31 TAHUN 2015
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BINTAN,

Menimbang : a. bahwa beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah di
lingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan, telah
mengusulkan pergeseran kode rekening antar objek
belanja dalam jenis belanja berkenaan dan antar
rincian  objek  belanja dalam  objek  belanja

b. berkenaan.bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 160
ayat 2, ayat 3 dan ayat 4 Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, perlu
mengubah Peraturan Bupati tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai
dasar pelaksanaan untuk selanjutnya dianggarkan
dalam rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada tahun

c. yang berkenaan;
bahwa sesuai dengan ketentuan Nomor 4 huruf (a)
Surat Edaran Menteri Dalam  Negeri Nomor
905/501/59 tentang Petunjuk Teknis Penganggaran
Dana Alokasi Khusus Non Fisik Pada Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016,
Pemerintah Daerah yang telah menetapkan Peraturan
Daerah tantang APBD TA 2016, ag ar melakukan
perubahan  Peraturan Kepala Daerah  tentang
Penjabaran APBD TA 2016 mendahului penetapan
Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan APBD

d. Tahun Anggaran 2016;
bahwa sesuai dengan ketentuan Surat Edaran Menteri
Keuangan Republik Nomor:SE-10/MK.07/2016,
Pemerintah Daerahdiwajibkan melakukan

Pengurangan/Pemotongan DAK .....



Mengingat

10.

Pengurangan/Pemotongan DAK fisik sebesar minimal
10% (sepuluh persen) dari total Pagu DAK Fisik Tahun
Anggarn 2016;

bahwa  berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana
dimaksud pada huruf a,huruf b, huruf ¢ dan huruf d,
perlu menetapkan Peraturan Bupati Bintan tentang
Perubahan atas Peraturan Bupati Bintan Nomor 31
Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam
Lingkup Daerah  Kabupaten Sumatera Tengah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Repuplik
Indonesia Nomor 3896);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan  Pengelolaaan dan = Tanggungjawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4421)

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbaangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4438 );

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 5587);

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang
Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan
LembaranNegara Nomor 4090);

11. Peraturan Pemerintah .....



11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang
Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4138) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2001 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4139);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan
Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2000 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4416) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2006 tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun
2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badaan Layanan Umum
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4502);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4503);

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 118, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4574);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang
Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang
Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang
Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4577);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang
Pedoman Penyusunan dan penerapan Standar
Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4614);

23. Peraturan Presiden Republik .....



23. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 36
Tahun 2015 Tentang Rincian Anggaran Pendapatan
Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 56);

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21
Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2011 Nomor 310);

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun
2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan
Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan
Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 39 Tahun 2012;

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2015
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun 2016;

27. Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 18 Tahun
2007 tentang Pokok - Pokok Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 18);

28. Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 6Tahun
2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2016, (Lembaran Daerah
Tahun 2015 Nomor 6 );

29. Peraturan Bupati Bintan Nomor 31 Tahun 2015
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2016
(Berita Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2015
Nomor 31).

MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI BINTAN NOMOR 31 TAHUN

2015TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016

Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2015
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun

Anggaran 2016 diubah sebagai berikut :

1. Pasal 1, diubah sehingga keseluruhan Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :
Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 sebagai berikut :

1.Pendapatan Daerah.....



1. Pendapatan Daerah
a. Pendapatan Asli Daerah Rp. 178.384.571.161,-
b. Dana Perimbangan Rp. 628.510.569.820,-
c. Lain-lain Pendapatan yang sah Rp. 91.064.164.000,-
Jumlah Pendapatan Rp. 897.959.304.981,-

2. Belanja
a. Belanja Tidak Langsung
1) Belanja Pegawai Rp. 411.347.181.000,-
2) Belanja Bunga Rp.
3) Belanja Subsidi Rp.
4) Belanja Hibah Rp. 8.480.960.000,-
5) Belanja Bantuan Sosial Rp. 4.062.400.000,-
6) Belanja Bagi Hasil Rp.
7) Belanja Bantuan Rp. 83.173.182.565,-

Keuangan Kepada
Provinsi/Kabupaten/Kota,
Pemerintah Desa dan Partai
Politik
8) Belanja Tidak Terduga Rp. 2.000.000.000,-
Rp. 509.063.723.565,-

b. Belanja Langsung

1) Belanja Pegawai Rp. 79.338.996.423,-
2) Belanja Barang dan Jasa Rp. 204.994.386.513,-
3) Belanja Modal Rp. 190.800.409.643,-

Rp. 475.133.792.579,-
Jumlah Belanja Rp. 984.197.516.144,-

Surplus / (Defisit) Rp. (86.238.211.163,-)

3. Pembiayaan
a. Penerimaan Rp. 87.738.211.163,-
b. Pengeluaran Rp. 1.500.000.000,-
Jumlah Pembiayaan Netto Rp. 86.238.211.163,-

Sisa Lebih Pembiayaan AnggaranTahun Berkenaan Rp. 0,-

Ketentuan pada lampiran II dan lampiran III diubah dengan pergeseran
antar rincian obyek belanja dan pergeseran antar obyek belanja untuk
Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga,
Dinas Kesehatan, Puskesmas, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas
Perhubungan, Badan Lingkungan Hidup, Sekretariat Daerah, Dinas
Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah, Badan Kepegawaian
Daerah, Kecamatan Seri Kuala Lobam, Kecamatan Tambelan, Kantor
Perpustakaan Arsip Daerah, Badan Pemberdayaan Masyarakat,
Perempuan dan Keluarga Berencana, Dinas Pertanian dan Kehutanan dan
Dinas Kelautan dan Perikanan. Sehingga Perubahan Lampiran II dan
lampiran III Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2015 tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016
sebagaimana tercantum pada Lampiran Bupati ini, yang merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal Il.....



Pasal II
Peraturan Bupati Bintan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati Bintan ini dalam Berita Daerah Kabupaten Bintan.

Ditetapkan di Bandar Seri Bentan
pada tanggal 30 Mei 2016
BUPATI BINTAN

ttd

APRI SUJADI

Diundangkan di Bandar Seri Bentan
pada Tanggal 30 Mei 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BINTAN

ttd

LAMIDI

BERITA DAERAH KABUPATEN BINTAN TAHUN 2016 NOMOR 17

Sesuai Denggh Aslinya
BAGIAN HUKUM

N>



